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BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAMASA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAMASA,

bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan
pembangunan serta guna memberi pedoman dalam
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2020, maka perlu
ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun
2020;

bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka
perlu dibentuk Peraturan Bupati Mamasa tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di
Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
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Menetapkan :

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 613);

Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 4 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Mamasa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Mamasa Tahun 2009 Nomor 93);

Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Mamasa Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Mamasa Nomor 1 Tahun 2019).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI MAMASA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2020;

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
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Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin
pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Mamasa

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
OPD adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut
Bappelitbangda atau sebutan lainnya adalah wunsur
perencana penyelenggaraan pemerintahan yang
melaksanakan tugas dan mengoordinasikan,
mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan,
pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya  disingkat @RPJMD  adalah  dokumen
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa
jabatan kepala daerah.

Rencana  Pembangunan  Tahunan  Daerah  yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah
yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Kebijjakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk
periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang

selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan
dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan

kerja Perangkat Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

RKPD Tahun 2020 adalah Dokumen Perencanaan Daerah
untuk periode I (satu) tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020.
RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan dokumen perencanaan publik yang menjadi
kewajiban Aparat Pemerintah Daerah untuk menyusun
dan mengimplementasikannya, yang memuat rancangan
kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah
dan rencana kerja dan pendanaan untuk batas waktu 1
(satu) tahun.
RKPD disusun dalam rangka menciptakan integrasi,
sinkronisasi, sinergitas pembangunan Daerah antar
wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat
pemerintahan serta mewujudkan penggunaan sumber
daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan
berkelanjutan.
RKPD Tahun 2020 berfungsi sebagai :
a. Pedoman Penyusunan Renja — OPD Tahun 2020; dan
b. Pedoman Penyusunan KUA PPAS dan RAPBD
Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2020.

BAB III
TAHAPAN PENYUSUNAN

Pasal 3

Penyusunan RKPD dilakukan melakukan melalui urutan
kegiatan :
a. Persiapan Penyusunan Rancangan Awal RKPD;

b. PenyusunanRancangan RKPD



c. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang); dan

d. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD.

(2) Rancangan RKPD menjadi bahan bagi Musrenbang.

(3) Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD diikuti oleh
unsur-unsur Penyelenggara Pemerintahan.

(4) Kepala Bappelitbangda menyelenggarakan Musrenbang
Penyusunan RKPD.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Renja OPD Tahun 2020
sebagaimana dalam Pasal 2 pada ayat (4) huruf a, OPD
menggunakan RKPD Tahun 2020 untuk :

a. Menyusun Rancangan Akhir Renja OPD; dan

b. Sebagaimana bahan untuk menyusun RKA-OPD.

Pasal 5

Kepala Bappelitbangda melakukan penelaahan Rancangan
Akhir Renja OPD mengenai kesesuaian dengan RKPD,
Renstra OPD serta tugas pokok dan fungsi OPD.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai Dokumen Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Mamasa Tahun
Anggaran 2020 tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Kaidah-kaidah pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD

adalah sebagai berikut :

a. Dalam rangka  pengendalian pelaksaan rencana
pembangunan, masing-masing Kepala OPD melakukan
pemantauan;

b. Kepala Bappelitbangda menghimpun dan menganalisa
hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan

dan masing-masing OPD;



c. Masing-masing Kepala OPD melakukan evaluasi kinerja
pelaksanaan rencana pembangunan OPD; dan

d. Kepala Bappelitbangda melaksanakan dan menyusun
evaluasi rencana pembangunan Daerah sebagai bahan

dalam penyusunan RKPD periode tahun berikutnya.

BAB YV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal
diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa

Pada tanggal 28 Juni 2019

BUPATI MAMASA,
Ttd/cap
H. RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa

Pada tanggal 28 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,
Ttd/cap

ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2019 NOMOR 16



